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TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  MENUJU WILAYAH BEBAS DARI 

KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN JEPARA 

 

Abstrak  : - Keputusan ini ditetapkan dalam  rangka  pelaksanaan  pembangunan  zona  integritas 

menuju  Wilayah  Bebas  dari  Korupsi  (WBK)  dan  Wilayah  Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, maka 

dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan  zona  integritas  menuju  Wilayah  

Bebas  dari  Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; berdasarkan ketentuan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 

Tahun 2021 LAMPIRAN I, BAB I, huruf A, unit-unit kerja/satuan kerja yang terdapat pada 

kawasan yang ditunjuk untuk membangun Zona Integritas wajib membangun Zona 

Integritas di internal unit serta membangun proses bisnis kawasan yang terintegrasi 

sehingga dapat mempercepat kualitas pelayanan dan peningkatan integritas kawasan, 

sehingga pembangunan Zona Integritas akan semakin banyak dilakukan di kawasan dan 

unit-unit kerja/satuan kerjanya; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Jepara tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas 

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara; 

  - Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan 

Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025; Peraturan Presiden Nomor 

105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata 



Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196); Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 671); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021  

tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi 

dan Wilayah  Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah  (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor  1571); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 

Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 

2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 612/0RT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 314/0RT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 



  - Keputusan ini Menetapkan Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, sebagaimana tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, Tim Kerja 

Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara. 

Catatan : - keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

  - lampiran 9 hlm 

 


